
 



Masuk di url: https://evinbalaks.spbe.go.id/ 

Langkah 1 

• Masukkan Username dan Password 

• Isi captcha 

• Klik masuk 

Langkah 2 

• Klik tugas penilaian 

• Klik kerjakan untuk memulai pengisian 

 

https://evinbalaks.spbe.go.id/


BAGIAN 1: EVALUASI KELEMBAGAAN 

Langkah 3: 

• Pertanyaan pertama terkait evaluasi kelembagaan 

• Pilih/isi sesuai dengan keadaan Instansi apakah sudah melakukan evaluasi kelembagaan/belum 

 

Langkah 4: 

• Apabila belum pernah melakukan evaluasi kelembagaan maka bisa memilih ‘belum’ lalu klik 

submit 

 

  



Langkah 5: 

• Jika memilih sudah, selanjutnya akan keluar pilihan pada tahun berapa evaluasi dilakukan 

 

Langkah 6: 

• User bisa memilih pada tahun berapa evaluasi kelembagaan dilakukan  

• Hanya evaluasi pada tahun 2022-2024 yang diterima 

 

Langkah 7: 

• Upload Laporan Evaluasi Kelembagaan 

• Kemudian “submit”.  

• Isian dapat direvisi kembali apabila terjadi perbaikan. 



BAGIAN 2: PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI 

 

Langkah 1: 

• Pertanyaan kedua terkait dengan penyederhanaan struktur organisasi 

• Sama dengan sebelumnya, user bisa memilih ‘sudah’ atau ‘belum’ sesuai dengan keadaan 

instansi 

 

  



Langkah 2: 

• Jika memilih sudah maka user diharuskan mengisi nilai sesuai dengan petunjuk 

• User juga harus mengunggah (upload) dokumen pendukung sesuai dengan petunjuk 

 

Catatan: 

Untuk mengisi nilai C diperlukan dokumen pendukung yaitu “Formulir Jabatan Administrasi yang 

Dipertahankan”. Formulir dapat diunduh pada bagian “Unduh Template Jabatan Administrasi yang 

berpotensi  Dipertahankan”. Adapun formulir adalah sebagai berikut: 



 

Formulir yang telah diisi kemudian diupload pada bagian unggah Dokumen Formulir Jabatan 

Administrasi yang Berpotensi Dipertahankan (file xlss). 

 

Langkah 3: 

• Kemudian “submit”.  

• Isian dapat direvisi kembali apabila terjadi perbaikan. 

 

  

Nama Instansi Pemerintah :

memiliki 

kewenangan 

otorisasi 

bersifat atributif

satuan kerja 

yang memiliki 

kewenangan 

berbasis 

kewilayahan

satuan kerja 

pelaksana 

teknis mandiri 

unit kerja 

pengadaan 

barang/jasa

1 III Kepala Bagian Pengadaan √

2 IV Kepala Subbagian ABC diduduki oleh TNI Analis Kebijakan

3 IV Kepala Subbagian DEF tidak ada JF sesuai

4 III Kepala Bagian AAA √

5 IV Kepala Subbagian EFG √

6 IV Kepala Subbagian GHI √

Keterangan

…..................................

JF yang sesuaiEselon 

Alasan Dikecualikan (PerMenPANRB No 25/2021)

No Nomenklatur Alasan lainnya 

DAFTAR JABATAN YANG BERPOTENSI DIPERTAHANKAN



BAGIAN 3: SISTEM KERJA 

 

Langkah 1: 

• Pertanyaan ketiga terkait dengan sistem kerja 

• Apabila instansi tempat user tidak melakukan penyederhanaan struktur organisasi (PSO) maka 

bisa memilih tidak melakukan PSO 

 

Langkah 2: 

• Ketika memilih tidak melakukan PSO maka bisa langsung submit dan klik kunci 

• Harap diingat bahwa pengisian hanya dapat dilakukan 1x sehingga harus dipastikan pengisian 

yang dilakukan sudah sesuai dengan keadaan instansi 

 



Langkah 3: 

• Ketika memilih pilihan lainnya maka user harus mengunggah (upload) dokumen pendukung 

sesuai dengan petunjuk yang ada 

 

Langkah 4: 

• Kemudian “submit”.  

• Isian dapat direvisi kembali apabila terjadi perbaikan. 

 

BAGIAN AKHIR: KUNCI JAWABAN 

Langkah 1: 

• Setelah user mengisi semua pertanyaan dan ternyata ada jawaban yang harus diganti maka user 

masih bisa menggantinya selama belum mengunci jawaban,  

• Pastikan semua jawaban sudah benar. Setelah dipastikan benar, maka klik kunci. 

• Harap diingat bahwa user hanya dapat melakukan kunci 1x sehingga mohon dipastikan jawaban 

dan dokumen yang diunggah (upload) sudah benar 

 



ALUR PENGISIAN DAN CONTOH DOKUMEN YANG DIUNGGAH (UPLOAD) 

I. BAGIAN EVALUASI KELEMBAGAAN 

 

Dokumen yang perlu diupload dalam bagian evaluasi kelembagaan adalah Laporan Evaluasi 

Kelembagaan yang berisi setidaknya lembar kerja evaluasi. 

Contoh Dokumen Evaluasi Kelembagaan (jadikan dalam 1 file dokumen pdf) 

  

 

  

DIMENSI STRUKTUR

No Pertanyaan Jawaban Keterangan

1
Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
SS

2 Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat kompleks. SS

3 Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat sederhana. SS

4
Tingkatan unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan fungsinya dari 

tingkatan unit organisasi  paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah. 
SS

5
Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat 

umum.
SS

6
Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat 

spesifik.
SS

7
Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
SS

8
Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk dinilai secara sinergis 

mendukung tercapainya tujuan organisasi.
STS

9
Jumlah instansi vertikal atau Kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukan 

indikasi melebihi kebutuhan.
SS

10
Jumlah instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukan 

indikasi tidak mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan.
SS

11
Nomenklatur unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan tugas dan 

fungsinya.
SS

12 Jenjang jabatan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan. STS

1)   Subdimensi Kompleksitas

Level 

Nama Organization Wide Level

Nama Sub-Organization Wide Level

Tanggal Pengisian

Organization Wide Level

NAMA INSTANSI

-                                                       

28 November 2021

Logo Instansi

HASIL PENGISIAN EVALUASI KELEMBAGAAN 
SESUAI DENGAN PERMENPAN NO 20 TAHUN 2017



II. BAGIAN PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI 

 

Dokumen yang perlu diupload dalam bagian penyederhanaan struktur organisasi adalah 

dokumen sebagai berikut: 

1. SOTK sebelum dilakukan penyederhanaan struktur organisasi 

2. SOTK setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi 

3. Matrik penyederhanaan organisasi 

Contoh dokumen 

Peraturan mengenai susunan organisasi dan tata kerja instansi pemerintah 

 

 



Matriks penyederhanaan birokrasi 

 

Template Jabatan Administrasi yang Dipertahankan 

 
 

 

  

III IV V Jumlah III IV V Jumlah III IV V Jumlah

1 Unit …...            4            8          16          28            1            2            1 4                      1            2            3 6           

2 Unit …...            4            8          16          28            1            2            1 4                      1            2            3 6           

3 Unit …...            4            8          16          28            1            2            1 4                      1            2            3 6           

4 Unit …...            4            8          16          28            1            2            1 4                      1            2            3 6           

5 Unit …...            4            8          16          28            1            2            1 4                      1            2            3 6           

Total 140          20            30             A =  C =  B = 

No. Nama Unit Organisasi

 Struktur Jabatan Administrasi 

sebelum Disederhanakan 

 Struktur Jabatan Administrasi yang 

berpotensi Dipertahankan 

 Struktur Jabatan Administrasi 

setelah Disederhanakan 

Nama Instansi Pemerintah :

memiliki 

kewenangan 

otorisasi 

bersifat atributif

satuan kerja 

yang memiliki 

kewenangan 

berbasis 

kewilayahan

satuan kerja 

pelaksana 

teknis mandiri 

unit kerja 

pengadaan 

barang/jasa

1 III Kepala Bagian Pengadaan √

2 IV Kepala Subbagian ABC diduduki oleh TNI Analis Kebijakan

3 IV Kepala Subbagian DEF tidak ada JF sesuai

4 III Kepala Bagian AAA √

5 IV Kepala Subbagian EFG √

6 IV Kepala Subbagian GHI √

TOTAL 1 1 1 1 2 6

DAFTAR JABATAN YANG DIPERTAHANKAN

JF yang sesuaiEselon 

Alasan Dikecualikan (PerMenPANRB No 25/2021)

No Nomenklatur Alasan lainnya 

Kementerian A



III. BAGIAN SISTEM KERJA 

 

Dokumen yang perlu diupload dalam bagian sistem kerja adalah dokumen sebagai berikut: 

1. Pengaturan mengenai sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan 

birokrasi 

2. SK Tim Kerja dan Perjanjian Kinerja 

3. Dokumen proses bisnis 

Contoh dokumen 

1. Dokumen pengaturan penyesuaian sistem kerja 

 
 

 

 

 



 

2. SK Tim Kerja tahun 2024 yang sesuai dengan PK tahun 2024 

(jadikan dalam 1 dokumen pdf) 

 

 



3. Dokumen proses bisnis yang telah ditetapkan yang mengacu pada sistem kerja untuk 

penyederhanaan birokrasi 

 

  



4. Dokumen Jawaban atas Pertanyaan Pendalaman 

 
 

--oo00oo— 

 



PIC PENGISIAN EVINBALAKS (BY WA)

PRIHANDOKO

0822-1353-1911

IRFAN

0811-82-1411

ONKY

0838-5452-1911
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